
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

SEKRETARIAT UTAMA

NOTA DINAS
NOMOR : PR.08.03.2.21.07.23.638

Yth. : Kepada Badan POM

Dari : Sekretaris Utama 

Hal : Laporan Realisasi Kinerja dan Anggaran Semester I TA 2023

Tanggal : 12 Juli 2023

Sehubungan  dengan  berakhirnya  pelaksanaan  program/kegiatan  semester  I

tahun 2023, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi  anggaran BPOM per 30 Juni  20231 sebesar 42,76% dari  pagu

Rp2.215.929.014.000,00. Realisasi ini  berada di atas rata-rata Nasional

dan menempati peringkat 23 dari  83 Kementerian/Lembaga (rata-rata

realisasi anggaran Nasional sebesar 40,22%). Realisasi anggaran dengan

outstanding kontrak2 adalah 50,00%.

2. Berdasarkan  jenis  belanja,  realisasi  anggaran  tertinggi  yaitu  belanja

pegawai  sebesar  49,32%,  belanja  barang  sebesar  40,73%,  sedangkan

realisasi  terendah  adalah  belanja  modal  sebesar  33,55%.  Dibandingkan

dengan target penyerapan anggaran per triwulan II yaitu belanja pegawai

minimal  50%,  belanja  barang  minimal  50%,  dan  belanja  modal  minimal

40%, masih terdapat selisih kurang sebesar -0,68% pada belanja pegawai,

-9,27% pada belanja barang, dan -6,45% pada belanja modal.

3. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor : S-1040/MK.02/2022 tanggal

9  Desember  2022  tentang  pencadangan  anggaran/automatic  adjustment

Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023 dan S-39/AG/AG.4/2023 tanggal
1 Sumber data: aplikasi OM SPAN per 1 Juli 2023
2 Pelaksanaan anggaran yang kontraknya sudah berjalan namun terdapat sisa dana yang belum 
dicairkan
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16 Februari 2023 berupa revisi pergeseran anggaran dan buka blokir pada

Satker  Pusat  Data  dan  Informasi  Obat  dan  Makanan  sebesar

Rp9.655.745.000,00,  total  automatic  adjustment  BPOM  sebesar

Rp152.945.097.000,00.  Realisasi  anggaran  BPOM  per  30  Juni  2023

dengan pagu dikurangi  automatic adjustment  adalah sebesar 45,93% dari

pagu Rp2.062.983.917.000,00.

4. Apabila dibandingkan terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulan Juni

2023  sebesar  45,14%,  terdapat  selisih  kurang  sebesar  -0,79%  dengan

deviasi  5,27% yang  masuk  dalam status  kuning.  Pada  unit  kerja  Pusat

terdapat  13  unit dengan status deviasi hijau, pada Balai Besar/Balai POM

terdapat 13 unit dengan status deviasi hijau, dan pada Loka POM terdapat

12 unit dengan status deviasi Hijau (Lampiran 1). 

5. Urutan  unit  kerja  Pusat,  Balai  Besar/Balai  POM,  dan  Loka  POM

berdasarkan  realisasi  anggaran  tertinggi  dan  terendah  dengan  pagu

dikurangi  automatic  adjustment sebagaimana  Lampiran  2.  Beberapa

kendala unit dengan realisasi anggaran terendah antara lain:

a. pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan POA karena menyesuaikan

jadwal narasumber.

b. beberapa  kegiatan  yang  telah  selesai  dilaksanakan  sedang  dalam

proses administrasi pertanggungjawaban keuangan.

c. Terdapat  belanja  modal  gedung  dan  bangunan  yang  masih  dalam

proses  lelang  konstruksi/pelaksanaan  pekerjaan  dan  akan  selesai  di

triwulan IV.

6. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPOM sampai dengan Juni 20233 adalah

73,75 (kategori Cukup) dengan rincian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan

Anggaran  (IKPA)  sebesar  97,35  (bobot  40%)  dan  nilai  Evaluasi  Kinerja

Anggaran  (EKA)  sebesar  58,02  (bobot  60%).  Belum  optimalnya  NKA

3 Data per 2 Juli 2023
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disebabkan karena sebagian besar  indikator  kinerja  akan diukur  di  akhir

tahun.

7. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan NKA Satker

adalah sebagai berikut: 

a. Melaporkan kinerja melalui aplikasi SAKTI secara tepat waktu dengan

data yang akurat.

b. Meningkatkan  capaian  kinerja  (output  dan  program)  dan  melakukan

efisiensi anggaran. 

c. Memastikan  penyerapan  anggaran  triwulanan  sesuai  dengan  target

minimal yang ditetapkan Kemenkeu, menyusun plan of action (PoA) dan

RPD triwulanan dengan cermat, melaksanakan kegiatan sesuai dengan

PoA dan RPD, serta melakukan update RPD setiap triwulan maksimal

tanggal 10 setelah triwulan berakhir. 

d. Memperhatikan norma waktu pertanggungjawaban keuangan. 

e. Meningkatkan koordinasi dan sinergi internal antara KPA, PPK, PPSPM,

Bendahara untuk penyelesaian kewajiban satker ke KPPN.

8. Untuk  menghindari  penumpukan  realisasi  anggaran  di  akhir  tahun,

beberapa upaya untuk percepatan realisasi anggaran sebagai berikut:

a. Melakukan  reviu  terhadap  DIPA/POK  TA  2023  secara  berkala  dan

segera  melakukan  revisi  apabila  terdapat  perubahan  pelaksanaan

program/kegiatan. 

b. Monev realisasi anggaran secara berkala dan melaksanakan kegiatan

sesuai dengan POA yang ditetapkan. 

c. Mempercepat  persiapan  pelaksanaan  program/kegiatan  dan  proses

pengadaan  barang/jasa  (PBJ)  untuk  paket  pekerjaan  yang  belum

dilelang,  serta  melakukan  pembayaran  kontrak  sesuai  dengan

kemajuan pekerjaan. 

d. Mempercepat pelaksanaan kegiatan KIE dengan tokoh masyarakat. 
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e. Meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  pelaksanaan  kegiatan  dengan

cara: 

1) Segera  menyelesaikan  tagihan  dan  tidak  menunda  proses

pembayaran. 

2) Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu

sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) serta memastikan

bahwa data dalam dokumen pembayaran telah benar. 

3) Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan

dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan

anggaran.

Berdasarkan  penjelasan tersebut  di  atas,  akan  dilaksanakan  pertemuan

monev kinerja dan anggaran semester I tahun 2023 pada tanggal 25 Juli

2023 di  Jakarta dengan peserta kepala unit kerja di  Pusat dan UPT. Mohon

kesediaan waktu Ibu untuk hadir dan memberikan arahan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Ibu kami ucapkan terima kasih. 

Rita Mahyona

Tembusan:
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis
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Lampiran 1

Deviasi Rencana Penarikan Dana (RPD) Semester I Tahun 2023

A. Unit Pusat 

NO

%Realisasi Anggaran 

Pagu Awal S.D 30 

Juni 2023

%Realisasi Anggaran 

Dikurangi Automatic 

Adjustment S.D 30 

Juni 2023

%RPD S.D Juni
Deviasi Juni 

Pagu Awal

Deviasi Juni 

Dikurangi 

Automatic 

Adjustment
1 4123 DIT. PENGAWASAN KMEI NPPZA 43.52% 49.07% 37.71% -15.40% -30.12%

2 4119 DIT. PENGAWASAN OT DAN SK 40.56% 46.04% 38.68% -4.85% -19.03%

3 4122 DIT. PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN ONPP 48.22% 48.22% 40.84% -18.06% -18.06%

4 4132 DIT. PMPU PANGAN OLAHAN 44.98% 44.98% 38.38% -17.19% -17.19%

5 4125 DIT. PENGAWASAN PRODUKSI ONPP 40.70% 46.18% 39.89% -2.03% -15.77%

6 4131 DIT. STANDARDISASI ONPPZA 48.31% 48.31% 42.70% -13.14% -13.14%

7 4121 DIT. PENGAWASAN KOSMETIK 41.59% 41.59% 37.04% -12.29% -12.29%

8 4112 BIRO SUMBER DAYA MANUSIA 49.94% 55.18% 49.31% -1.29% -11.91%

9 4115 INSPEKTORAT I 43.89% 46.83% 43.09% -1.86% -8.68%

10 6385 DIT. PMPU OT, SK, DAN KOS 51.04% 51.04% 48.05% -6.22% -6.22%

11 4127 DIT. REGISTRASI OBAT 43.87% 43.87% 42.16% -4.07% -4.07%

12 4118 DIT. INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN 57.64% 57.64% 56.09% -2.77% -2.77%

13 4117 DIT. CEGAH TANGKAL 29.42% 29.42% 28.93% -1.71% -1.71%

14 4134 DIT. PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN 47.89% 58.61% 57.85% 17.22% -1.31%

15 4128 DIT. REGISTRASI OT, SK, DAN KOS 45.39% 45.39% 45.68% 0.62% 0.62%

16 4114 PUSDATIN 34.43% 34.94% 35.61% 3.31% 1.88%

17 4124 DIT. PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN 44.72% 46.56% 47.50% 5.87% 1.99%

18 4110 BIRO HUKUM DAN ORGANISASI 48.61% 48.61% 50.05% 2.87% 2.87%

19 632441 PUSAKOM 31.93% 34.98% 36.53% 12.59% 4.23%

20 6386 DIT.  SIBER OBAT DAN MAKANAN 43.55% 43.55% 45.87% 5.07% 5.07%

21 3158 BIRO KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT 42.14% 42.14% 44.46% 5.22% 5.22%

22 4126 DIT. REGISTRASI PANGAN OLAHAN 50.16% 50.94% 54.36% 7.73% 6.28%

23 632420 PPPOMN 42.82% 44.41% 48.29% 11.34% 8.03%

24 3159 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 44.78% 44.78% 50.25% 10.88% 10.88%

25 6384 BIRO UMUM 43.57% 43.57% 49.23% 11.48% 11.48%

26 4120 DIT.  PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN 31.42% 34.54% 40.00% 21.45% 13.66%

27 4129 DIT. STANDARDISASI OT, SK, DAN KOS 54.30% 54.30% 63.02% 13.85% 13.85%

28 4116 INSPEKTORAT II 48.60% 48.60% 56.55% 14.05% 14.05%

29 4113 PPSDM 37.89% 38.54% 45.37% 16.48% 15.07%

30 4130 DIT. STANDARDISASI PANGAN OLAHAN 31.73% 31.73% 50.33% 36.95% 36.95%

Unit Kerja

B. Balai Besar/Balai POM

NO

%Realisasi Anggaran 

Pagu Awal S.D 30 

Juni 2023

%Realisasi Anggaran 

Dikurangi Automatic 

Adjustment S.D 30 

Juni 2023

%RPD S.D Juni
Deviasi Juni 

Pagu Awal

Deviasi Juni 

Dikurangi 

Automatic 

Adjustment
1 432810  PADANG 31.20% 34.92% 28.63% -9.00% -21.99%

2 432923  MAKASSAR 37.06% 40.30% 33.88% -9.38% -18.95%

3 432753  BANDUNG 39.58% 47.21% 40.70% 2.75% -15.99%

4 419578  MAMUJU 56.36% 62.98% 54.72% -2.99% -15.09%

5 432872  PALANGKARAYA 43.77% 45.91% 40.54% -7.97% -13.26%

6 672859  GORONTALO 48.95% 50.97% 45.05% -8.65% -13.13%

7 432901  MANADO 45.56% 48.57% 42.96% -6.06% -13.05%

8 432917  PALU 50.36% 52.84% 46.79% -7.63% -12.94%

9 672821  SERANG 45.37% 50.17% 45.43% 0.11% -10.45%

10 432804  MEDAN 44.22% 51.36% 46.64% 5.18% -10.13%

11 432979  KUPANG 39.96% 45.63% 41.78% 4.35% -9.22%

12 672838  BATAM 48.19% 50.30% 47.31% -1.86% -6.32%

13 672842  PANGKAL PINANG 48.03% 50.32% 47.36% -1.40% -6.24%

14 432948  AMBON 47.36% 48.84% 46.13% -2.67% -5.88%

15 432991  BENGKULU 46.74% 51.82% 49.03% 4.66% -5.69%

16 432960  MATARAM 44.20% 46.51% 44.11% -0.20% -5.42%

17 432835  JAMBI 50.91% 60.42% 57.34% 11.22% -5.37%

18 432747  JAKARTA 43.52% 48.38% 46.25% 5.90% -4.62%

19 689071  MANOKWARI 47.69% 49.28% 47.60% -0.18% -3.51%

20 432841  PALEMBANG 46.39% 51.08% 49.64% 6.55% -2.90%

21 419508  SOFIFI 26.68% 27.35% 26.64% -0.14% -2.66%

22 432866  PONTIANAK 42.37% 46.94% 46.30% 8.50% -1.36%

23 432954  DENPASAR 49.01% 53.04% 52.42% 6.51% -1.18%

24 432932  KENDARI 57.35% 59.95% 59.37% 3.40% -0.99%

25 432829  PEKAN BARU 49.31% 51.92% 52.05% 5.27% 0.25%

26 432762  SEMARANG 39.17% 47.85% 48.61% 19.42% 1.57%

27 432897  SAMARINDA 43.92% 45.83% 46.58% 5.70% 1.61%

28 432985  JAYAPURA 36.78% 38.42% 39.48% 6.84% 2.69%

29 432784  SURABAYA 38.40% 47.11% 48.46% 20.75% 2.77%

30 432881  BANJARMASIN 36.01% 37.28% 38.41% 6.26% 2.94%

31 432790  BANDA ACEH 50.01% 52.40% 54.41% 8.09% 3.70%

32 432778  YOGYAKARTA 34.31% 37.58% 39.47% 13.08% 4.78%

33 432850  BANDAR LAMPUNG 42.46% 46.63% 50.32% 15.61% 7.33%

34 672848 TARAKAN 35.90% 41.03% 50.26% 28.57% 18.36%

Unit Kerja
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C. Loka POM

NO

%Realisasi Anggaran 

Pagu Awal S.D 30 

Juni 2023

%Realisasi Anggaran 

Dikurangi Automatic 

Adjustment S.D 30 

Juni 2023

%RPD S.D Juni
Deviasi Juni 

Pagu Awal

Deviasi Juni 

Dikurangi 

Automatic 

Adjustment
1 672854 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR 24.53% 24.94% 17.20% -42.63% -45.05%

2 672840 KOTA TASIKMALAYA 45.60% 47.79% 41.62% -9.55% -14.82%

3 690464 KOTA TANJUNGBALAI 44.15% 46.80% 41.82% -5.56% -11.92%

4 672844 KABUPATEN BANYUMAS 46.51% 49.72% 44.76% -3.91% -11.09%

5 672839 KOTA SURAKARTA 44.46% 47.41% 43.26% -2.78% -9.59%

6 690470 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 51.83% 54.47% 49.80% -4.09% -9.39%

7 690466 KOTA SUNGAI PENUH 48.15% 51.25% 46.94% -2.57% -9.17%

8 672841 KABUPATEN KEDIRI 48.98% 53.03% 48.79% -0.39% -8.69%

9 672843 KABUPATEN JEMBER 48.57% 51.98% 48.33% -0.51% -7.56%

10 672850 KOTA BAUBAU 50.13% 53.17% 49.88% -0.50% -6.59%

11 690480 KABUPATEN SORONG 42.43% 44.13% 41.54% -2.14% -6.22%

12 690472 KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE 46.13% 48.20% 45.60% -1.16% -5.69%

13 672846 KABUPATEN BOGOR 48.13% 50.90% 48.34% 0.44% -5.29%

14 690469 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 53.95% 56.77% 54.24% 0.52% -4.68%

15 690468 KABUPATEN SANGGAU 46.47% 49.08% 46.95% 1.03% -4.54%

16 672849 KOTA DUMAI 46.01% 48.15% 46.12% 0.24% -4.39%

17 690483 KABUPATEN DHARMASRAYA 43.93% 46.01% 44.09% 0.37% -4.36%

18 690475 KABUPATEN BIMA 46.50% 48.78% 46.87% 0.80% -4.07%

19 690467 KABUPATEN TULANGBAWANG 48.80% 51.64% 50.03% 2.45% -3.23%

20 672851 KOTA LUBUKLINGGAU 47.52% 50.41% 48.98% 2.97% -2.92%

21 690485 KABUPATEN TANAH BUMBU 44.71% 46.71% 45.42% 1.56% -2.85%

22 690462 KABUPATEN PULAU MOROTAI 55.27% 58.57% 57.32% 3.57% -2.18%

23 690481 ACEH SELATAN 30.23% 31.22% 30.80% 1.84% -1.38%

24 690471 KOTA BALIKPAPAN 47.71% 50.14% 49.75% 4.10% -0.79%

25 690473 KABUPATEN BANGGAI 45.35% 47.99% 47.74% 5.01% -0.53%

26 690486 KABUPATEN MANGGARAI BARAT 39.25% 41.06% 41.15% 4.61% 0.22%

27 672845 KOTA PALOPO 45.20% 47.52% 47.67% 5.18% 0.32%

28 690482 KABUPATEN TOBA SAMOSIR 43.95% 46.51% 47.68% 7.82% 2.44%

29 672847 KABUPATEN TANGERANG 48.85% 51.98% 53.78% 9.17% 3.35%

30 690465 KOTA PAYAKUMBUH 37.54% 39.30% 40.87% 8.16% 3.86%

31 690474 KABUPATEN BULELENG 43.61% 46.13% 48.46% 10.00% 4.81%

32 690479 KABUPATEN BELITUNG 44.86% 47.32% 50.00% 10.28% 5.37%

33 672853 KABUPATEN ENDE 42.99% 44.63% 47.66% 9.80% 6.37%

34 690484 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 45.17% 46.99% 50.44% 10.46% 6.85%

35 672852 KABUPATEN MIMIKA 44.46% 46.89% 50.71% 12.33% 7.53%

36 690478 KOTA TANJUNGPINANG 35.77% 37.33% 40.51% 11.71% 7.85%

37 690476 KABUPATEN MERAUKE 38.85% 40.92% 53.37% 27.22% 23.32%

38 690477 KABUPATEN REJANG LEBONG 14.60% 14.84% 28.32% 48.44% 47.58%

39 690463 ACEH TENGAH 13.62% 13.80% 49.70% 72.60% 72.22%

Unit Kerja
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Lampiran 2

Peringkat Realisasi Anggaran Unit Pusat, Balai Besar/Balai POM, dan Loka POM

Berdasarkan pagu Dikurangi Automatic Adjusment

1. Unit kerja pusat 

Realisasi anggaran 5 (lima) tertinggi:

a. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan (58,61%).

b. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan (57,64%).

c. Biro Sumber Daya Manusia (55,18%).

d. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

(54,30%).

e. Direktorat  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Pelaku  Usaha  Obat  Tradisional,

Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (51,04%).

Realisasi anggaran 5 (lima) terendah:

a. Direktorat Cegah Tangkal (29,42%).

b. Direktorat Standardisasi Pangan Olahan (31,73%).

c. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan (34,54%).

d. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (34,94%).

e. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (34,98%).

2. Balai Besar/Balai POM 

Realisasi anggaran 5 (lima) tertinggi:

a. BPOM di Mamuju (62,98%).

b. BPOM di Jambi (60,42%).

c. BBPOM di Kendari (59,95%).

d. BBPOM di Denpasar (53,04%).

e. BPOM di Palu (52,84%).
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Realisasi anggaran 5 (lima) terendah:

a. BPOM di Sofifi (27,35%).

b. BBPOM di Padang (34,92%).

c. BBPOM di Banjarmasin (37,28%).

d. BBPOM di Yogyakarta (37,58%). 

e. BBPOM di Jayapura (38,42%).

3. Loka POM 

Realisasi anggaran 5 (lima) tertinggi:

a. Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai (58,57%).

b. Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat (56,77%).

c. Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara (54,47%).

d. Loka POM di Kota Baubau (53,17%).

e. Loka POM di Kabupaten Kediri (53,03%).

Realisasi anggaran 5 (lima) terendah:

a. Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah (13,80%).

b. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (14,84%).

c. Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (24,94%).

d. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan (31,22%).

e. Loka POM di Kota Tanjungpinang (37,33%).
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